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PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  REMBANG 
 

NOMOR   13   TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN  REMBANG TAHUN 2006 – 2010 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  REMBANG, 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja 
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan 
program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif; 

 
 b. bahwa dengan berubahnya peraturan perundang-undangan 

yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu 
melakukan validasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah yang telah ada agar sesuai dengan 
aturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2006 – 2010. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita 
Negara  tanggal 8 Agustus 1950); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 4287); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun  
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4421); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4700); 

 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

 
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 

 
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

 
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 

tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 – 2008; 

 
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah; 
 

23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi 
Jawa Tengah; 

 
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-20025; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan 
BUPATI  REMBANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TAHUN 2006 – 2010. 
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Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 
 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2006 – 2010, yang selanjutnya disebut RPJM-Daerah, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Tahun 2006 - 2010. 

 
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2006 - 2010. 

 
Pasal  2 

 
(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil 

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 
2005. 

 
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi : 

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD; 
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

Pasal  3 
 

RPJM Daerah Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB  I : Pendahuluan. 
BAB  II : Gambaran Umum Kondisi Daerah. 
BAB  III : Visi, Misi. 
BAB  IV : Strategi Pembangunan Daerah. 
BAB  V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah. 
BAB  VI : Arah Kebijakan Umum. 
BAB  VII : Program Pembangunan Daerah. 
BAB  VIII : Penutup. 
 

Pasal  4 
 

Pemerintah Daerah dan satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program 
dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD. 

 
Pasal  5 

 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang melakukan 
pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra-
SKPD. 
 

Pasal  6 
 

Validasi RPJM Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisah dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal  7 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah        
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 3), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal  8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 22 November 2008 
 
     SEKRETARIS DAERAH  
   KABUPATEN REMBANG 

 
                      ttd 
                    
 
         HAMZAH FATONI 
 

 Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 22 November 2008 

 
BUPATI REMBANG 

 
           ttd 

 
 

H. MOCH. SALIM 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 13 
 
 
 
 

 
 


